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BAB  I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pemberitaan  dalam  Suatu  media  merupakan  penyusunan realitas – realitas 
terhadap suatu peristiwa sehingga membentuk suatu cerita atau wacana yang 
bermakna.   Maka  dalam suatu  ini media merupakan  realitas yang dikonstruksikan ( 
Constructed reality) dalam bentuk wacana yang bermakna.  
          Salah satu  peristiwa yang  dikonstruksikan melalui pemberitaan di media 
massa salah satunya  yang paling mendapat perhatian khalayak luas adalah terkait 
pembubaran organisasi hizbut tahrir Indonesia. Peristiwa ini sangat menyita perhatian 
khalayak selama ini, apalagi  Pengesahan Rancangan Undang-Undang Organisasi 
Kemasyarakatan (RUU Ormas).  
 Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akhirnya 
resmi mengumumkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), menyusul 
terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Ormas.  
   Hal ini dikarenakan adanya sebagai salah satu cara pemerintah membubarkan 
ormas yang dinilai anti-Pancasila. pembubaran HTI bermula saat Menteri 
Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memberikan pernyataan 
2 
 
pers di kantornya pada Senin (8/5/2017). Wiranto memaparkan tiga alasan 
pemerintah membubarkan HTI. 
1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk 
mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. 
2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, 
azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 
1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Ormas. 
3. Aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat 
yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
      Berita itu mengejutkan publik, bukan saja di kalangan elite politik dan hukum, 
namun juga di lingkungan akademik, dan masyarakat grass root, serta terutama, 
sudah barang tentu, di internal pimpinan dan anggota HTI yang konon tersebar di 
hampir seluruh wilayah Indonesia. Betapa tidak, putusan Pemerintah itu digedok saat 
publik sedang ramai bersilang pendapat soal dikeluarkannya Perppu 2/2017 yang oleh 
sementara pihak dinilai kontroversial dan inkonstitusional. Sementara pada saat yang 
sama, terhadap Perppu itu, beberapa elemen masyarakat (termasuk Pengurus HTI) 
sedang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). 
 Pernyataan, sempat ditafsirkan keliru oleh masyarakat awam sebagai 
pembubaran resmi HTI. Sebagaimana banyak diberitakan media massa, pernyataan 
3 
 
kehendak pemerintah itu kemudian memancing kontroversi dan menjadi perdebatan 
yang masif.  
      Ada beberapa argumen pro atas rencana pembubaran HTI kala itu. Pertama, 
HTI dinilai (oleh kelompok pro ini) sebagai ormas yang anti Pancasila karena sering 
menyatakan menolak terhadap Pancasila dengan menyebut Pancasila sebagai thoghut 
(berhala, buatan manusia) yang tidak layak dijadikan pedoman hidup. Kedua, HTI 
dengan membawa isu Khilafah dinilai sebagai gerakan radikal dan dianggap 
merupakan gerakan makar yang bisa membahayakan keutuhan NKRI. 
      Sementara itu ada beberapa argumen kontra atas rencana pembubaran HTI 
dan juga terhadap terbitnya Perppu kala itu. Argumen itu antara lain: pertama, bahwa 
rencana Pemerintah hendak membubarkan HTI (kala itu, sebelum munculnya Perppu) 
dinilai sebagai tindakan yang otoriter dan inkonstitusional karena bertentangan 
dengan ketentuan UU Nomor 17/2013 tentang Ormas, yang esensinya pembubaran 
Ormas hanya bisa dilakukan atas perintah hakim melalui pengadilan. Menkum-HAM 
dengan mencabut status Badan Hukum HTI (tempo.co, 19/7/2017). 
 Kemudian, Ditjen AHU menerbitkan Surat Keputusan Nomor AHU-
30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Kementerian Hukum dan 
HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum 
perkumpulan HTI ( Kompas.com - 19/07/2017). surat keputusan pencabutan HTI 
dikeluarkan berdasarkan data, fakta, dan koordinasi dari seluruh instansi yang dibahas 
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Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (tempo.co - Rabu, 19 Juli 
2017).  
Pasca-pembubaran Polri tetap melakukan pemantauan pergerakan Hizbut Tahrir 
Indonesia (HTI) pasca-pencabutan status badan hukumnya oleh pemerintah. Hal itu 
dikarnakan mengantisipasi adanya kegiatan-kegiatan HTI yang tidak diperbolehkan 
lagi secara hukum ( Kompas.com - 20/07/2017).  
          Meski Resmi Dibubarkan, beberapa perwakilan HTI Yogya menemui  DPRD 
yogyakarta. Dalam paparannya HTI meminta agar pandangan pemerintah dan 
masyarakat terhadap HTI yang selama ini dituduh anti-Pancasila dapat diluruskan 
sambil menunjukkan AD/ART dan kegiatan-kegiatannya. Meski demikian, DPRD 
tidak mengambil sikap terhadap permintaan dukungan HTI."Ini kan urusan di pusat 
sana, daerah hanya bisa meneruskan aspirasi di bawah," tuturnya.(tempo.co - Kamis, 
20 Juli 2017).  
            Tenaga Ahli Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan Sri Yunanto 
menampik anggapan bahwa pemerintah dapat dengan mudah menuduh sebuah 
organisasi kemasyarakatan (ormas) pasca-penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan ( Perppu Ormas). Menurut Yunanto, pemerintah tidak bisa 
sewenang-wenang dalam menilai sebuah ormas memiliki ideologi yang anti-
Pancasila. Yunanto menjelaskan, sebelum pencabutan status badan sebuah ormas, 
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pemerintah membentuk tim khusus untuk mengumpulkan data dan fakta yang 
menunjukkan ormas tersebut anti-Pancasila. ( Kompas.com - 21/07/2017). 
 
            Dalam penelitian ini selanjutnya merupakan  bentuk alternatif dari model 
analisis yang dapat digunakan  untuk mengungkapkan  salah satu alternatif dari 
model analisis  yang dapat digunakan untuk mengungkapkann rahasia dibalik suatu 
peristiwa  yang diberitakan  suatu media. Dengan analisis bingkai ini dapat diketahui 
bagaimana peristiwa atau realitas dibingkai suatu  media. 
 Dengan demikian  realitas sosial dapat dipahami , dimaknai dan 
dikonstruksikan dalam bentuk makna  tertentu . Elemen –elemen tersebut tersebut 
bukan hanya bagian  dari jurnalistik  saja, melainkan menandakan  bagaimana  suatu 
peristiwa  dimaknai dan ditampilkan , inilah menunjukkan  sebuah realitas politik  
bagaimana  media  membangun, menyuguhkan , mempertahankan  dan  memproduksi  
suatu peristiwa pada pembaca. 
 Suatu  teks media ,  analisis framing  mempunyai perbedaan yang mendasar 
dibandingkan dengan analisis  kualitatif.  Prinsip analisis framing  menyatakan  
bahwa terjadi proses  seleksi  isu  dan fakta tertentu  yang diberitakan  media. Fakta  
tidak ditampilkan  apa adanya, namun  diberi bingkai (frame)  sehingga menghasilkan  
konstruksi makna  yang spesifik.  Dalam hal ini biasanya media menyeleksi  sumber 
berita , memanipulasi pernyataan  dan mengedepankan prospektif tertentu sehingga 
suatu saat interprestasi menjadi lebih mencolok  (noticeable) dari pada interpretasi 




    Melalui analisis bingkai dapat diketahui siapa yang mengendalikan siapa, siapa 
lawan siapa , mana   lawan mana patron  dan  mana  klien, siapa yang diuntungkan, 
dan siapa yang dirugikan, siapa yang menindas dan siapa yang ditindas, dan 
seterusnya. Analisis framing dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui 
bagaimana realitas (peristiwa, actor, kelompok, atau apa saja) yang dibingkai oleh 
media (Eriyanto,2007:3). Analisis framing  berusaha menentukan kunci-kunci tema 
dalam sebuah teks dan menunjukkan bahwa latar belakang budaya membentuk  
pemahaman terhadap suatu peristiwa. Dalam mempelajari media, analisis framing 
menunjukkan bagaimana aspek-aspek struktur dan bahasa berita mempengaruhi 
aspek-aspek lainnya (Anonimous,2004).       
          Analisis framing merupakan dasar kognitif yang memandu presepsi dan 
respresentasi realitas (King,2004) dengan analisis framing dapat membongkar 
ideology dibalik penulisan informasi. Pada umumnya kajian dengan analisis framing 
dilakukan dibidang komunikasi, salah satu alasan ketertarikan peneliti mengkaji 
masalah ini berawal keingintahuan akan keberpihakan  suatu media terhadap 
pemberitaan yang disajikan. Melalui media cetak sebagai  subjeknya, peneliti ingin 
menjelaskan dan mengembangkan realitas pemberitaan yang dibuat oleh wartawan 
melalui analisis framing. 
     Media massa  merupakan salah satu sarana untuk pengembangan kebudayaan , 
bukan hanya budaya dalam pengertian seni dan symbol tetapi juga dalam pengertian 
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pengembangan tata cara, mode, gaya hidup dan norma-norma.  Hal ini menujukkan 
media massa merupakan sebuah intitusi yang penting bagi masyarakat.  
           kompas.com merupakan salah satu bentuk media online yang banyak dibaca 
oleh penguna internet. Menurut suvey  (Poynter’s first online) 
eyetracking study (2000) kompas.com yang paling populer dengan Riset 
menunjukkan bahwa berita utama (headline) yang dominan menarik perhatian ketika 
masuk ke dalam halaman—terutama ketika headline tersebut berada di daerah kiri 
atas, dan teks, bukan foto, yang membuat pembaca mau memasuki halaman utama 
(home page). kemudian disusul tempo.co, rata-rata pengguna Di antara kelompok 
usia ini, pengguna paling aktif merupakan kalangan yang baru bekerja. (Outlook 
Industri Internet 2013) 
       
       Hal ini menyimpulkan bahwa ciri utama bahasa jurnalistik di antaranya 
sederhana,singkat, padat, lugas, jelas, jernih, menarik, demokratis, menggunakan 
kalimat aktif, sejauh mungkin menghindari penggunaan kata atau istilah-istilah 
teknis, dan tunduk pada kaidah serta etika Bahasa baku. 
Dengan demikian, alasan inilah penulis memilih kompas.com dan tempo.co dalam 
melakukan penelitian. 






1.2 Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: “Bagaimana publik mem-framing berita tentang berita tentang 
pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia” pada media online kompas.com dan tempo.co 
edisi 19 – 21 juli 2017 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untu memperoleh gambaran mengenai 
pengkontruksian suatu peristiwa, terutama berita yang diberitakan pada media online 
kompas.com dan tempo.co dalam memberitakan peristiwa tersebut untuk 
menganalisis berita pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia pada berita media online 
kompas.com dan tempo.co edisi 19 – 21 juli 2017 dengan menggunakan paradigma 
kontrusionis dan menganlisis kecenderungan kompas.com dan tempo.co yang dilihat 
dari cara bercerita (story telling)  dalam menekan peristiwa berita pembubaran Hizbut 
Tahrir Indonesia edisi 19 – 21 juli 2017. 
1.4 Manfaat penelitian 
1.4.1 Manfaat Teoritis 
     Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan teori  
pengkonstruksian suatu peristiwa yang diberitakan melalui media online maupun  
kejadian- kejadian yang dialami secara langsung dan dapat mendukung salah satu 




1.4.2 Manfaat Praktis 
1. Bagi Peneliti  dapat memberikan gambaran tentang keberpihakan  suatu media  online 
, terutama  kompas.com dan  tempo.co  terhadap pembubaran organisasi hizbut tahrir 
Indonesia kompas.com dan tempo.co edisi 19 – 21 Juli 2017). 
2. Dapat Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya  
bidang jurnalistik, tentang konstruksi realitas sebuah peritiwa  yang dilakukan oleh 
mediamassa kompas.com dan  tempo.co melalui framing wacana dan framing 
bingkai. 
3. Bagi masyarakat  dapat dijadikan  tambahan  informasi  mengenai suatu pemberitaan 
yang terkadang mengandung maksud yang tersembunyi, sehingga masyarakat lebih 
kritis terhadap berita yag dimuat oleh suatu media. 
 
